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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS 

A. Pengertian Waris dan Dasar Hukum 

Kata warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa indonesia 

adalah berasal dari bahasa arab, yaitu: 

وراثة –يرث  –ورث   

Yang berarti pindahnya harta si fulan setelah wafatnya.
1
 

Menurut istilah yang lazim di Indonesia, warisan ialah perpindahan 

berbagai hak dan kewajiban atas kekayaan dari seseorang yang meninggal 

dunia kepada orang lain yang masih hidup.
2
 Sedangkan menurut Amin Husein 

Nasution, yang dimaksud dengan ilmu faraidh adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.
3
 

Dalam kitab-kitab fiqih, warisan sering disebut dengan istilah faraidh 

 yang berarti ketentuan. Sedangkan faraidh dalam )فريضة) mufradnya ,)فرائض)

istilah mawaris, pengertiannya dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang 

telah ditentukan besar kecilnya.
4
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Dalam Al-Qur‟an dan Hadis Nabi SAW tidak dijumpai ayat tertentu 

maupun hadis nabi yang memberikan penjelasan tentang pengertian hukum 

kewarisan Islam. Untuk itu, dikalangan para ulama yang terjadi perbedaan 

pendapat dalam memberikan defenisi mengenai kewarisan, diantaranya adalah 

Muhammad Ali As-Syubuni yang memberikan defenisi kewarisan Islam 

sebagai perpindahan pemilik dari si mati kepada ahli warisnya yang masih 

hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta maupun hak.
5
 

Sementara itu defenisi diberikan oleh pakar hukum Adat, diantaranya 

Hilman Hadikusum mendefinisakan kewarisan sebagi “hukum penerusan harta 

kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya”.
6
 

Istilah kewarisan ini di dalam kelengkapan istilah hukum kewarisan adat 

diambil alih dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa indonesia. Dengan 

pengertian bahwa di dalam hukum kewarisan adat tidak semata-mata hanya 

akan menguraikan tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris, 

tetapi lebih luas dari itu.
7
 Digunakan istilah hukum kewarisan adat dalam hal 

ini adalah dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah hukum kewarisan 

barat, hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan Indonesia.
8
 

Dalam hukum positif, warisan sering disebut dengan hukum kewarisan, 

seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa hukum 

kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan 
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kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak 

menjadi ahli waris dan berapa bagiannya”.
9
 

Dasar Hukum Kewarisan Islam diantaranya adalah: 

1. Al-Qur‟an 

2. Hadist 

3. Ijma‟ 

4. Ijtihad Sahabat.
10

 

Sebagaimana sumber hukum Islam pada umumnya, hukum waris Islam 

bersumber kepada Al-Qur‟an, Sunnah Rasul, dan Ijtihad. 

1. Al-Qur‟an 

Di dalam Al-Qur‟an hal-hal yang berkaitan dengan warisan sebagaian 

besarnya diatur dalam surat An-Nisa‟, antara lain dalam ayat 7, 8, 9, 10 11, 

12, 13, 14, 175 dan Juga terdapat di beberapa ayat dalam surat lain seperti 

dalam surat Al-Anfal ayat 75. Berikut Surat An-Nisa ayat 7: 

                      

                   11   

 

Kata امفروض dalam ayat 7 surat An-Nisa‟ di atas diambil dari kata فرض 

yang berarti wajib. Kata فرض  adalah kewajiban yang bersumber dari yang 

tinggi kedudukannya, dalam konteks ayat ini adalah Allah SWT. Sedangka 
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kata wajib tidak harus bersumber dari yang tinggi, karena bisa saja 

seseorang mewajibkan sesuatu atas dirinya. Dengan demikian hak warisan 

yang ditentukan itu bersumber dari Allah SWT. Suapaya tidak ada 

kerancuan menyangkut sumber hak itu sama sumbernya dari perolehan laki-

laki, yakni dari harta peninggalan ibu bapak dan para kerabat, dan agar lebih 

jelas lagi persamaan hak itu, ditekankan sekali lagi bahwa baik harta itu 

sedikit atau banyak , yakni hak itu adalah menurut bagian yang ditetapkan 

oleh yang Maha Adil, Allah SWT.
12

 

                           

                          

                            

                          

                         

          13   

Ayat ini menjelaskan bahwa ada hak bagi laki-laki dan perempuan berupa 

bagian tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabat yang diatur Allah SWT. 

Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan, dua atau lebih anak perempuan (apabila tidak ada anak laki-

laki) mendapat 2/3 harta warisan dan apabila hanya ada satu orang (tidak 
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ada anak laki-laki) maka menerima 1/2 harta warisan. Apabila ada anak, 

ayah dan ibu masing-masing mendapat 1/6 harta warisan, apabila tidak ada 

anak, bagiam ibu adalah 1/3 harta warisan (ayah mendapat sisanya), apabila 

ada saudara lebih dari seorang maka bagian ibu adalah 1/6 harta warisan. 

Pembagian harta warisan dilakukan setelah hutang dan wasiat pewaris 

dilaksanakan.
14

 

                       

                      

                     

                       

                        

                       

                         
15

 

Ayat ini merupakan lanjutan dari rincian bagian masing-masing ahli 

waris.Bagian suami adalah 1/2 harta warisan apabila pewaris tida 

meninggalkan anak, apabila ada anak maka bagian suami adalah 1/4 harta 

warisan setelah hutang dan wasiat si pewaris dilaksanan. Bagian istri 1/4 

harta warisan apabila tidak ada anak, dan mendapat 1/8 apabila ada 

anak.Apabila seorang mati tanpa meninggalkan ayah atau anak tetapi dia 
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meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan (seibu), maka bagiannynya 

adalah 1/6 apabila satu orang, dan mendapat 1/3 apabila lebih dari satu 

orang. 

2. Hadist 

Adapun hadist yang menjadi dasar hukum kewarisan Islam adalah hadist 

yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA, yaitu: 

 الَ اسَقَ ب عََ َنَ ب اَ ََنَ عَ )َهَ ي بَ أَ ََنَ اوسَعَ طَ َنَ بَ ناَاَ ثَ دَ اَوهيتَحَ نَ ث َ دَ لَحَ يَ اعَ إس َ َنَ ىَبَ سَ وَ اَمَ نَ ث َ دَ حَ 
َ فَ َيَ قَ اَبَ مَ اَفَ هَ لَ هَ اَ ضَبَ ائَ ر فََ قواَالَ :َال َ َمَ لَ سَ هَوَ ي لََ ىَاللَعَ لَ صَ َاللَ َلَ وَ سَ رَ   16.(ركَ لَذَ جَ َرَ ل َوَ ل 

Artinya: Menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, menceritakan kepada 

kami Wahyat, menceritakan kepada kami Ibn Thowis dari ayahnya 

(Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pernah bersabda: “berikan 

harta waris kepada orang-orang yang berhak menerimanya, 

sedangkan sisanya adalah untuk ahli waris laki-laki yang terdekat). 

Nabi SAW memerintahkan orang yang berhak membagi harta warisan 

agar membaginya kepada orang-orang yang berhak menerimanya bagian 

harta warisan itu secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat seperti 

yang dikehendaki Allah SWT. Para ahli waris yang sudah ditetapkan 

bagiannya di dalam kitab Allah ialah 2/3, 1/3, 1/6, 1/2, 1/4, da 1/8. Jika 

masih ada sisa setelah pembagian itu, maka diberikan kepada orang laki-laki 

yang paling dekat hubungan darahnya dengan si mayit. Karena mereka 
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Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, Shahihul Bukhari, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), Juz 

4, No 6732, h. 732 
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merupakan pangkal dalam ta‟shib, sehingga mereka didahulukan menurut 

urutan-urutan kedudukan dan kekerabatan mereka dengan mayit. 

3. Ijma‟ dan Ijtihad 

Ijma‟ dan Ijtihad para sahabat, Imam-imam mazhab dan mujtahid 

kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap 

pemecahan masalah yang belum dijelaskan oleh nas-nas yang sarih, antara 

lain adalah: 

a. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama kakek. Di dalam Al-

Qur‟an hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan adalah status saudara-

saudara yang bewarisi bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama 

dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak 

mendapatkan apa-apa lantaran mereka terhijab. Kecuali dalam masalah 

kalalah, mereka mendapat bagian. Menurut pendapat kebanyakan 

sahabat dan Imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zait bin Sabit, 

saudara-saudara tersebut dapat mendapatkan pusaka secara bersama-

sama dengan kakek. 

b. Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang 

bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara 

ayahnya. Menurut ketentuan, mereka tidak mendapat apa-apa lantaran 

terhijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut undang-undang wasiat 

Mesir mengistinbatkan dari ijtihad para ulama mutaqoddimin, mereka 

diberikan bagian berdasarkan atas Wasiat Wajibah.
17
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 Ahmad Rafiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 22  
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B. Sebab dan Syarat Mendapatkan Hak Kewarisan 

Sebab-sebab yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan yang 

berlaku dalam syari‟ah Islam dan tetap hidup dalam masyarakat ada tiga 

perkara:
18

 

1. Hubungan Kekerabatan 

Dalam hukum Islam, hubungan kekerabatan yang sebenarnya adalah 

adanya hubungan nasab yang mengikat para pewaris dengan ahli waris yang 

disebabkan adanya kelahiran. Kekerabatan ini dinamakan nasabah hakiki.
19

 

Hal ini secara tegas dijelaskan Allah SWT. dalam firman-Nya: 

                      

                      

   

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah 

serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk 

golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan 

Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya 

(daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Anfal: 75).
20
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2. Hubungan Perkawinan 

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi 

antara suami/istri.
21

 Sebagaimana dalam firman Allah SWT: 

                     …     

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan 

oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak…(Q.S. An-

Nisa‟: 12).
22

 

3. Hubungan karena wala‟ 

Al-Wala‟ adalah hubungan kewarisan akibat seseorang 

memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong.
23

 

Oleh karena itu orang yang mempunyai hak wala’ memperoleh hak 

mempusakai harta peninggalan budaknya, bila budak tersebut meninggal 

dunia,
24

 dan tidak mempunyai kerabat ataupun suami/istri. Rasulullah 

menganggap wala‟ sebagai kerabat yang berdasarkan nasab. 

Adapun syarat-syarat sesorang berhak untuk mendapat harta warisan 

adalah: 

1. Al-Muwaris benar-benar telah meninggal dunia, atau dengan keputusan 

hakim dinyatakan telah meninggal. 
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 Ahmad Rofiq, Op.Cit., h. 35  
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2. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal atau dengan 

keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal 

dunia. 

3. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris atau 

dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan 

berhak mewarisi. 

C. Hak Kewarisan Istri yang Dithalaq Raj’i dalam Islam 

Dalam kehidupan rumah tangga terdapat hak dan kewajiban masing-

masing suami/istri. Hak istri merupakan kewajiban bagi suami dan sebaliknya 

hak suami merupakan kewajiban bagi istri. Bahkan apabila salah seorang dari 

suam/istri meninggal dunia, maka suami/istri yang masih hidup mempnyai hak 

terhadap harta yang ditinggalkan suami atau istri tersebut, hal ini disebut 

dengan harta warisan. 

Akan tetapi ada kalanya biduk rumah tangga tidak berjalan dengan baik. 

Bahkan dengan segala usaha sudah dilakukan untuk memperbaiki hubungan 

rumah tangga akan tetapi tidak menemukan solusi, sehingga tidak 

memungkinkan lagi untuk melanjutkan hubungan suami istri dikarenakan 

sebab-sebab tertentu, maka dalam Islam ada solusinya yakni, suatu perbuatan 

yang halal tapi dibencioleh Allah SWT, yaitu Thalaq. 

Thalaq adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan 

perkawinan.
25

 Thalaq dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: 
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1. Thalaq Raj‟i  

Thalaq raj‟i adalah thalaq yang dijatuhkan oleh seorang suami atas 

istrinya yang pernah dicampuri secara hakiki dan masih bisa diruju‟ pada 

thalaq pertama dan kedua selama masih dalam masa „iddah.
26

 

Masa „iddah adalah masa menunggu dan dilarang kawin, setelah 

seorang perempuan ditinggal mati atau diceraikan suaminya.
27

 „Iddah ada 

beberapa macam, yaitu: 

a. „Iddah perempuan yang masih berdarah haid, yaitu tiga kali haid 

b. „Iddah perempuan yang telah berhenti haid atau perempuan yang belum 

pernah haid karena masih anak-anak, yaitu tiga bulan. 

c. ‘Iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Lamanya empat 

bulan sepuluh hari apabila ia tidak hamil. 

d. „Iddah perempuan yang sedang hamil, yaitu sampai perempuan itu 

melahirkan anaknya.
28

 

2. Thalaq Ba‟in 

Thalaq ba‟in terbagi menjadi dua macam, yaitu: 

a. Thalaq ba‟in sugra adalah thalaq yang tidak boleh diruju‟ tetapi boleh 

akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa „iddah. 

b. Thalaq ba‟in kubra adalah thalaq yang terjadi ketiga kalinya, thalaq ini 

tidak boleh ruju‟ dan tidak boleh dinikahkan kembali kecuali apabila 

pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain 
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 Sa‟id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, Op.Cit., h. 233 
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Abdul Aziz dan Abdul Wahhab,  Fiqh Munakahat, diterjemahkan oleh Abdul Majid 

Khon, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. ke-4, h. 318 
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 Sa‟id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, Op.Cit., h. 300 
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dan kemudian terjadi perceraian ba’da dukhul dan habis masa 

„iddahnya.
29

 

Dalam thalaq raj‟i, suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali 

istrinya, selama istri tersebut masih dalam masa „iddah.Karena status istri yang 

dithalaq raj‟i secara syari‟at masih berstatus sebagai istri, maka istri masih 

berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa „iddah. 

Firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an: 

                          

                             

                          

            

 

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga 

kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan 

Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 

akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa 

menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para 

wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut 

cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan 

kelebihan daripada isterinya.dan Allah maha perkasa lagi maha 

bijaksana.(Al-Baqarah: 228).
30
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Firman Allah SWT dalam ayat lain: 

                            

                    

                       

            

 

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah 

kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 

iddahnya dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada 

Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah 

mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka 

mengerjakan perbuatan keji yang terang.Itulah hukum-hukum Allah, 

Maka Sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya 

sendiri.kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah 

itu sesuatu hal yang baru. (At-Thalaq: 1).
31

 

 

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa istri yang dithalaq raj‟i agar tetap 

tinggal di rumah suaminya dan nafkahnya menjadi tanggung jawab 

suaminya.Karena secara syar‟i istri yang dithalaq raj‟i masih berstatus sebagai 

istri maka apabila suami meninggal dunia dalam masa „iddah istri tersebut, 

maka istri mendapat warisan dari harta suaminya. 

Firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an: 

                          

                       

                      
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                        

                         

                          

                  

 

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 

isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu 

itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta 

yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau 

(dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat 

harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika 

kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan 

dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu 

buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...(Q.S. An-Nisa‟: 

12).
32

 

 

Ayat di atas adalah dalil atau dasar hukum yang menjelaskan bahwa 

suami-istri saling mewarisi satu sama lain. Karena istri yang dithalaq raj‟i 

masih berstatus sebagi istri maka istri berhak mendapat warisan dari 

suaminya.Istri mendapat 1/4 dari harta apabila suami tidak mempunyai anak 

dan mendapat 1/8 jika suami mempunyai anak. 
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